PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1802 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS
+ 57.822 M? (LEBIH KURANG LIMA PULUH TUJUH RIBU DELAPAN RATUS DUA
PULUH DUA METER PERSEGI) PADA SUKU BADAN PENGELOLAAN
ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang, telah
dilakukan serah terima Barang Milik Daerah berupa tanah seluas
+ 57.822 m? (lebih kurang lima puluh tujuh ribu delapan ratus dus
puluh dua meter persegi) yang berasal dari pemenuhan kewajiban
dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang
kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q.
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status
penggunaannya pada Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa
Tanah Seluas + 57.822 m? (lebih kurang lima puluh tujuh ribu
delapan ratus dua puluh dua meter persegi) pada Suku Badan
Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533} sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan
Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS + 57.822 M?
(LEBIH KURANG LIMA PULUH TUJUH RIBU DELAPAN RATUS DUA
PULUH DUA METER PERSEGI) PADA SUKU BADAN PENGELOLAAN
ASET DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah
seluas * 57.822 m? (lebih kurang lima puluh tujuh ribu delapan ratus
dua puluh dua meter persegi) pada Suku Badan Pengelolaan Aset
Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Gubernur ini.

Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi
Jakarta Barat melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan,
pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik
Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas
penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik
Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi
tanggung jawab Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota
Administrasi Jakarta Barat.



KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS

wa—

OTA JAKARTA
RIS DAERAH,
AH MATALI
e

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta

2. Wakil Gubernur DKI Jakarta

3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

6. PIt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta



FIVLVIN H

‘HYYAVT Sl.

n %

VLAVIVE V1O

SNSNHM HYAIVA 4N

wenuni2diq yepng
00000 2245 ZPS LI uwduequay] edey ueer WINgey S0Sed N PO E 020 110000 e00zoCo101ET 88€00 Fuey Suosoy yeue] 8
[ uesp{muntadi] yepng
100 000 98¢ LEE &L usuequia) viey uerer wnse,] Sosu, 25 QLB E 0Z0% 0100060 Z00Z0TOI0IET 88£00 Bue;, Suosoy yeue] 4
. jeIeg BlBYe SAapiey wespimuntady yepng
00°000 OF9 88% L9 et wag vARy 1UISY ' UBERL wnsed S088,] 2N SI0 1€ 0zZozT 200000 Z0020C0101EL 38200 Suwy, Suoso] yEUBY, 9
) jeted BLIBNR( SAJapire)] wepniuntadi] yepng
00°000 €4+ 0ST 1€ usBunpedad 4110 uapren vl wnsed sosed B 116 ¢ 610T 200000 Z0o0oToZo101ET 28€00 Suej, Suosoy yeue] g
g 8D yapduo)] yereg elad wepep
. Teleq elaxer usniuniady] yepng
00000 88I LIE €9 ueduequay] Uele[og ueduequiay TINSE,] SOS8] N 9.8 9 6102 900000 Z00TOTOI01EL 98€00 Fues 3 +
A Buosoy yeue],
jereg Jen fexdur] uvper
JeIBE el uespimuniadi] yepng
00000 00S 611 + ueBuBqWaY URIB[RG BANIAN wnse so8e,q N 00T § 3102 500000 Z00Z0TO101EL 28200 Suwx Suosoy yeuey, €
| [ JowoN 1d7 3o1d 18q¥  'H weer
. Z-6 sord nueg €261 wepmunLadi yepng
. 00'000 000 SBR £1 wfopoy weurs), weyruiniag 3dwoy | /aNE /N /V/SE6 wnseJ s0se,] =N 000 S 8861 00000 £00ZOZOTIOIET 88E€00 Suw, Suosoy yeuey, [4
wespInjunIadi(] yepng
00 000 000 vii € nnsng uere TI6T/HX/6.51 | wnsey sosey N 000 T 9861 €00000 COOZOZOT0IET 38E£00 Sue Suosoy yewe],
uedueIng (dyq) eBse BUIR[Y 15 / USWINO(] O qwa.”.a%m uBn3e: sern UBUI013d sy Buereqg apo 1 2P0 Buereg <]
o 2) eBrey Teurely seo / o1 nsjoq oN yalosad =g g nyel ooy € 2pox n 2pey swap / Suereg eurey | ON
BIB) /TesY
(v @D HYNVL

LVAVE VIAVIVE [SYALSININAY VLOM HYAEVA LASY NYVTOTIDNIL NVAVd NMNS Vavd

LVAVHE VEAVHVE ISVHLSININGY V1O HYHIYd LISY NYVIOTIONId
NVAYE NMNS vaYd (10A$AId ¥ALEW VNA HYINd YN SNLvA
NVIVTAA NER] HOrNL HO'INd YINEFT ONYANY HISED) N 228728 F SYN'TES
HVYNVIL YdRHIF HYHIVA MITIN ONVEVYE NYYNNDONT SNLY.LS NYdYIINId

ONVINAL
I20Z NNHVL ZO8T  ~OwWoN
VINVIVC V10NNl

SNSAHMN HYAAVA ANNYIEND NVSNLNLTH

NYAIdINYT

HVNV. VdNAFE HYHIVA AITIN ONVEYE 3V.IAVA




	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

